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ABSTRAK 

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan langkah besar yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dalam rangka menyelesaikan perkara sesuai dengan asas cepat, 

sederhana, dan biaya ringan. Pada penelitian ini penulis mengangkat rumusan 

masalah pertama apa dasar pertimbangan hakim ditolaknya permohonan pailit 

dalam putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst? dan rumusan 

masalah kedua, yaitu Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dengan 

ditolaknya permohonan pailit dikaitkan dengan Peraturan Mahmakah Agung 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan 

kajian tersebut Majelis Hakim dapat memutus perkara pailit dengan 

mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam hukum kepailitan dan merujuk pada 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana jika nominal tagihannya kurang dari 

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pertimbangan hakim  ditolaknya 

permohonan pailit tersebut adalah karena nilai tagihan pemohon yang kecil, 

sehingga tidak sebanding jika dipailitkannya termohon yang dapat mematikan 

usaha debitor. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman pemohon pailit 

terkait peraturan yang mengatur mengenai sengketa utang-piutang dengan nilai 

tagihan yang kecil. Upaya hukum yang dapat dilakukan pada perkara kepailitan 

adalah kasasi dan peninjauan kembali. Pemohon pailit telah mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung tetapi tetap ditolak oleh Hakim. Pada perkara ini hal yang bisa 

dilakukan oleh pemohon pailit adalah mengajukan gugatan sederhana ke 

Pengadilan Negeri untuk menagih utangnya kepada termohon pailit. Mengingat 

bahwa kepailitan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam menagih 

permasalahan utang-piutang dan masih ada acara yang lebih cepat, yaitu gugatan 

sederhana. Sebaiknya, bagi kreditur yang ingin memperjuangkan haknya atas 

pembayaran, perlu memperhatikan nilai tagihannya sehingga dapat memilih jalur 

yang tepat untuk menyelesaikan perkaranya. 
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